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Abstract

This research and study are purpose to know the legal implication of the enactment of the Government 

Levies (hereinafter referred called “ PP Pungutan OJK” ) upon the capital  market notary. In order to achieve 

such purpose, thus conducted a normative legal research with statutory legal approach. The data of research 

consisted of primary and secondary data by using data collection technique through the study of the document, 

and analyzed with a deductive method.  The resul t of the research revealed that PP Pungutan OJK has been 

appealed the objection of the judicial review right and has been decided that the petition is inadmissible by 

OJK has contradiction of the capital market supporting professionals and various legal actions are being 

made to withdraw the provision on charges by the OJK, the PP Pungutan OJK has been enacted on February 

12th

the enactment and publ ication of the PP Pungutan OJK in the State Gazette, thus the PP Pungutan OJK has 

come into force. Once a law and regulation has the binding force, then it means that everyone is obliged to 

obey. In the event that such levies are not paid, the notary will receive sanction from the OJK and the current 

implementation to implement such sanction have started to run by the OJK by sending a warning letter to 

those who have not or do not make any payments upon the OJK levies.

Keywords: Legal implication, notary, Financial  Services Authority levies

Abstrak

dalam pasar modal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum normatif  dengan 

permohonan keberatan hak uji materiil ke Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Agung permohonan keberatan 

Meskipun pungutan oleh OJK sebagaimana terdapat dalam PP Pungutan OJK tersebut mendapat pertentangan 
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Kata Kunci : 

A.  Pendahuluan

Set i ap negara pasti  akan mel akukan 

pembangunan di segala bidang demi meningkatkan 

juga di  I ndonesia. Indonesia sebagai  negara 

pembangunan di  segala bidang demi  dapat 

melakukan pembangunan perekonomian nasional 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

di Indonesia. Para pelaku usaha tersebut dalam 

membentuk badan-badan usaha. Salah satu bentuk 

Perseroan terbatas itu sendiri terbagi ke dalam 

untuk perseroan terbuka pada akhir nama ditambah 

perundang-undangan di  bidang pasar modal . 

Perseroan publik itu sendiri dapat diartikan sebagai 

saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pasar 

modal.

mendorong kegiatan pembangunan ekonomi di 

dengan melakukan investasi pada perseroan publik 

berpartisipasi di dalam pembangunan ekonomi di 

dipergunakan untuk pengembangan usaha dan tempat 

untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana 

atau tempat untuk memperdagangkan dana tersebut 

pasar modal dan diperlukan suatu lembaga dan profesi 

untuk mendukung serta menunjang kegiatan tersebut. 

profesi-profesi apa saja untuk menunjang kegiatan 

dengan Peraturan Pemerintah.

maka diperlukan suatu lembaga atau badan untuk 

pasar modal tersebut. Hal tersebut sebagaimana 

diamanatkan oleh UU Pasar Modal. Berdasarkan 

dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal 

di lakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal 
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dan pengawasan di bidang pasar modal beralih ke 

dengan UU OJK). Pengalihan fungsi pengawasan 

terhadap beberapa kewenangan Bank Indonesia 

dan Bapepam serta perlu dilakukan sinkronisasi 

dan harmonisasi peraturan perundang-undangan 

Salah satu tugas pengawasan dan pengaturan 

OJK sebagaimana tercantum dalam UU OJK 

adalah melakukan pengaturan dan pengawasan 

terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar 

menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang 

ini dan menetapkan peraturan perundang-undangan 

disektor jasa keuangan. Salah satu peraturan 

pelaksana dari UU OJK tersebut adalah Peraturan 

Pengenaan pungutan oleh OJK tersebut di satu 

sisi dapat melepaskan ketergantungan OJK pada 

sedangkan di sisi lain dapat menimbulkan potensi 

intervensi terhadap OJK dari industri atau lembaga 

adalah reaksi berupa penolakan dari pihak profesi 

penunjang pasar modal. PP Pungutan OJK tersebut 

mendapatkan penolakan dari para profesi penunjang 

pasar modal dikarenakan fungsi dan tugas profesi 

penunjang pasar modal adalah membantu kelancaran 

dan ketertiban transaksi di sektor pasar modal dalam 

melindungi semua kepentingan stakeholder di pasar 

modal. Diantara salah satu profesi penunjang pasar 

kalangan notaris tersebut muncul dikarenakan 

notaris merupakan pejabat umum dan bukan sebagai 

http://www.

kalangan-notaris-tegaskan-penolakan-pungutan-ojk

terhadap notaris dalam pasar modal.

  

B.  Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

bahan hukum primer dan sekunder. Bahan penelitian 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

pembuatan peraturan perundang-undangan dan 

putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder 

analisa bahan hukum dalam penelitian hukum ini 

adalah dengan teknik kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.  Per timbangan Pemer intah M engatur 

Pungutan Oleh OJK 

terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 

Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.



143

Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum ...Jurnal Repertorium Volume IV No. 1 Januari-Juni 2017

OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh 

kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia 

dan stabil dan mampu melindungi kepentingan 

mewujudkan tujuan tersebut diperlukan jaminan 

untuk mendukung pelaksanaan tugas dan 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

jasa keuangan. Hal tersebut sebagaimana 

kegiatan di  sektor jasa keuangan. Namun 

masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan 

belum dapat mendanai seluruh kegiatan OJK 

pembentukan OJK. 

terkait dengan independensi OJK. Persoalan 

ini mempengaruhi independensi OJK karena 

kegiatan di sektor jasa keuangan. Meski secara 

normatif OJK merupakan lembaga independen 

tetapi timbul keraguan akan independensi OJK 

tersebut. Sebagai sebuah lembaga pengawas 

Pengenaan pungutan oleh OJK merupakan 

sektor jasa keuangan dan pihak-pihak tersebut 

Pasal 37 UU OJK mengatur bahwa OJK 

melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan 

dan pungutan tersebut merupakan sumber 

melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan 

adalah lembaga jasa keuangan dan/atau orang 

Pengaturan mengenai pungutan OJK telah 

Negara diatur dengan undang-undang. Sejalan 

tersebut merupakan penerimaan OJK dan OJK 

mengadministrasikan pungutan tersebut secara 

akuntabel dan mandiri. Namun jika jumlah 

negara sebagai penerimaan negara. Praktik 

pungutan atau iuran dalam sistem hukum sektor 

jasa keuangan Indonesia juga telah dikenal 

telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 

Penerapan mengenai pungutan sebagai 
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pungutan oleh OJK sebagaimana tercantum 

dalam UU OJK dan PP Pungutan OJK. Hal-

hal tersebut adalah sebagai berikut bahwa 

praktik mengenai pungutan atau iuran di dalam 

UU Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu 

praktik pengenaan pungutan oleh lembaga 

pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan 

merupakan international best practice atau 

pungutan oleh OJK adalah pungutan merupakan 

sebagai salah satu sumber pendanaan bagi OJK 

melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

2.  Implikasi Hukum Berlakunya Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang 

Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan 

Terhadap Notaris Dalam Pasar Modal 

dimaksud dalam Undang-Undang ini  atau 

notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. 

oleh peraturan perundang-undangan dan/atau 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan 

kepastian tanggal surat di bawah tangan 

dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. Membukukan surat di  bawah tangan 

dengan mendaftar dalam buku khusus;

c. Membuat kopi dari asli surat di bawah 

sebagaimana di tul is dan digambarkan 

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi 

sehubungan dengan pembuatan akta;

pertanahan; atau

g. Membuat akta risalah lelang.

Sel ai n dar i  kewenangan notar i s 

lain sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Kewenangan notaris 

dalam pembuatan akta autentik juga tersebut 

dimana disebutkan bahwa perseroan didirikan 

mengenai kewenangan notaris adalah UU Pasar 

Modal. Keberadaan notaris juga diperlukan 

di dalam industri dan kegiatan pasar modal. 

Keberadaan notaris di dalam kegiatan pasar 

Modal dimana notaris merupakan salah satu 

modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

Peranan profesi penunjang pasar modal di dalam 
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kegiatan pasar modal antara lain memberikan 

Meski pun notari s merupakan salah 

satu profesi penunjang pasar modal namun 

tidak semua notaris dapat berperan sebagai 

profesi penunjang pasar modal. Hal tersebut 

dikarenakan untuk dapat melakukan kegiatan 

pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar 

tercantum dalam lampiran Keputusan Ketua 

Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-37/

Peran notaris di  dalam pasar modal 

diperlukan diperlukan terutama terkait dengan 

pembuatan dokumen-dokumen dan perjanjian-

penjaminan emisi efek. Selain itu jasa notaris 

sebagai profesi penunjang pasar modal di dalam 

kegiatan pasar modal juga diperlukan dalam hal 

antara lain:

persiapan go public

go public;

seperti  kesesuai an anggaran dasar 

c. Menel i t i  perubahan anggaran dasar 

agar tidak terdapat materi  pasal-pasal 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Bahkan diperlukan untuk melakukan 

dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan 

menurut peraturan di bidang pasar modal 

dalam rangka melindungi investor dan 

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di 

melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. 

Kata pungutan berasal dari kata dasar pungut 

www.kbbi.web.id

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan 

dapat dikenakan atau dipungut di Indonesia 

bea masuk.

bahwa salah satu sumber anggaran OJK 

melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. 

kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian 

kegiatan di sektor jasa keuangan adalah lembaga 

jasa keuangan dan/atau orang perorangan atau 

Pungutan OJK tersebut juga diatur mengenai 
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penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan 

diajukan permohonan keberatan hak uji materiil 

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 

Permohonan keberatan hak uji materiil 

PP Pungutan OJK. Permohonan uji materiil 

tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung 

bahwa permohonan keberatan hak uji materiil 

dari  para pemohon tersebut tidak dapat 

di jadikan dasar permohonan uj i  materi i l 

tersebut masih di uji di Mahkamah Konstitusi 

sehingga permohonan hak uji materiil tersebut 

melakukan pungutan dengan kewenangan 

profesi dari  para pemohon. Padahal salah 

satu tugas OJK sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf  b UU OJK adalah melakukan 

tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 

kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 

Kal imat dalam Pasal 6 huruf  b UU OJK 

usaha para pemohon adalah bukan bergerak 

Notaris tidak bergerak di  bidang jasa 

kegiatan di sektor jasa keuangan dalam PP 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

sektor jasa keuangan sebagaimana tercantum 

adalah lembaga jasa keuangan dan/atau orang 

kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan 
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oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

kegiatan di  sektor jasa keuangan. Apabi la 

kemudian ada notaris di dalam kegiatan pasar 

kegiatan pasar modal tersebut adalah sebagai 

profesi penunjang pasar modal sebagaimana 

Peranan notaris sebagai profesi penunjang pasar 

modal di dalam kegiatan pasar modal adalah 

terkait dengan pembuatan dokumen-dokumen 

dan perjanjian penjaminan emisi efek.

oleh OJK sebagaimana tercantum di dalam 

Lampiran PP Pungutan OJK adalah notaris. 

di pasar modal dan terdaftar di OJK belum 

sanksi oleh OJK.

Saat ini pelaksanaan untuk menerapkan 

sanksi tersebut sudah mulai dijalankan oleh 

oleh OJK berisi berupa teguran kepada notaris 

untuk segera melakukan registrasi  pada 

setelah surat teguran pertama dikeluarkan. 

Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut dan 

juga dipenuhi maka OJK akan mengeluarkan 

menentang pengenaan pungutan oleh OJK 

untuk membatalkan ketentuan mengenai 

mengikat. Apabila suatu peraturan perundang-

maka hal tersebut berarti bahwa setiap orang 

D.  Simpulan

kesimpulan dalam penelitian ini adalah PP Pungutan 

hukum mengikat dan wajib untuk dipatuhi oleh 

meskipun PP Pungutan OJK mendapat penolakan 

dari para profesi penunjang pasar modal dan telah 

pengenaan pungutan terhadap profesi penunjang 

pasar modal. Dalam hal pihak terkait tidak atau 

E.  Saran

dalam penelitian ini adalah dilakukan perubahan atau 

revisi terhadap PP Pungutan OJK dikarenakan dalam 
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tidak bergerak di bidang jasa keuangan sehingga 

kegiatan di  sektor jasa keuangan maka notaris 

Daftar Pustaka

Buku Pintar Hukum 
Perseroan Terbatas. 

Sukses 

Aspek Hukum Otor i tas Jasa 

Keuangan

Hukum PT Go Public dan 

Pasar  Modal

Penel itian Hukum. 

Jakarta : Kencana

Serba Serbi Praktek Notaris. 

Akibat Hukum Dibentuknya 

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap 

Pengawasan Lembaga K euangan D i 

Indonesia

Independensi Otori tas Jasa 

Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan

Peraturan Undang-undangan :

Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

Jasa Keuangan

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 

Pasar Modal

Putusan :

Data Elektronik:
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